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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena sering terjadinya sengketa antara 

pelaku usaha dan konsumen di Kabupaten Solok. Hal yang mendasar yang 

menyebabkan terjadinya sengketa konsumen tersebut adalah karena masih 

rendahnya pemahaman konsumen terhadap UUPK yang disebabkan 

kurangnya sosialisasi mengenai UUPK kepada masyarakat. Dalam rangka 

memberikan perlindungan bagi konsumen, maka dibentuklah lembaga 

penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yaitu Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Solok. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa 

konsumen oleh BPSK Kabupaten Solok, serta untuk mengetahui faktor 

penghambat dalam proses penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK 

Kabupaten Solok. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis 

sosiologis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data, yaitu wawancara. Berdasarkan penelitian yang penulis 

lakukan proses penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK Kabupaten 

Solok yaitu apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, 

konsumen langsung datang ke BPSK Kabupaten Solok dan membuat 

pengaduan baik secara tertulis maupun secara lisan dengan melampirkan 

berkas-berkas berupa dokumen, permohonan tersebut dapat diterima dan 

diregistrasi oleh petugas BPSK apabila permohonan itu sudah dianggap 

lengkap sesuai dengan yang diarahkan oleh petugas BPSK. Selanjutnya 

kasus tersebut akan diselesaikan oleh pihak BPSK melalui alternatif 

penyelesaian sengketa yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase tergantung 

pada pilihan para pihak. Faktor yang menjadi penghambat BPSK dalam 

menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha diantaranya 

kurangnya pemahaman konsumen terhadap kontrak, sulitnya pihak BPSK 

untuk mengantarkan surat panggilan kepada pihak tergugat. Kurangnya 

anggaran atau pendanaan serta kurangnya sarana dan prasarana di BPSK 

Kabupaten Solok yang mengakibatkan terhambatnya BPSK dalam 

pelaksanaan tugas. 
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